BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

PUTUSAN
Nomor Register: 002/PS.REG/15.1501/X1/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kerinci memeriksa dan memutus
penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mencatat

dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

. _permohonan dari:
\l]a. Nama : H. IRMANTO, S.Pd., M.M., MBA

a. Nama : NIKO TOWARI, S.Pd

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya Partai

Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kerinci sebagai Peserta Pemilu
yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan
KPU Kabupaten Kerinci, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian
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lcfl’letet?ll)(l'{lan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
A rwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
gung, Ma'h!(amah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangarn,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang ‘setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwak}lan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Prenvakllan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (.1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ~ Nomor
98/PUU/XVI/2018, halaman 23, pada pokokmya menyatakan sebagai
berikut :
Bal_lwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan .,
lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat ( 1) UU MK adalah
bertolak atau diturunkan dari prinsip constitutionality of laws ,
yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang
\berdasar atas hukum , lebih - lebih di negara yang menganut
;paham supremasi konstitusi , yang menegaskan bahwa setiap
; 1 /undang - undang serta peraturan perundang - undangan di
bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi . Konstitusi
diberi kedudukan supreme karena sifatnya sebagai hukum
fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan
sebagai kesepakatan seluruh rakyat ...
Menimbang bahwa wewenang penguji peraturan perundang-undangan
dalam system ketatanegaraan Indonesia yaitu ada dua lembaga yudisial
yang diberikan wewenang tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji undang-undang dasar atau pengujian konstitusionalitas atas
undang-undang (judicial review on the constitusionalitiy of law).
Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang
sifatnya hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review on the

legality of regulation) Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C

ayat (1) Undang-
(selanjutnya disebut “UUD 19457).
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik , dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sifat putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diantaranya menguji undang-
undang terhadap UUD 1945. Maka putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perunahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) yakni
sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak diucapkan dan tidka ada upaya hukum yang dapat

7 | ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi
dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukung
mengikat (final and binding)

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 105/PUU-
XIV /2016, halaman 53-54 :

[3.9.8] Bahwa dalam kaitannya dengan sifat final and binding
putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimuatkan
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-
Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum
baru melalui pembatalan nomra Undang-Undang, langsung
memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan.
Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan
telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma
Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah
keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan
tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara Negara
dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan,
maka kerugian yang ditimbulkan akibat putusan atau tindakan
tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah
sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih
membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut
wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam
penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat
final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut
memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak
ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian,
sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-
Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi
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